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ABSTRAK

Hendi. 105261113921. tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Tingkatan Mahar Di Desa Parigi Kecematan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muktashim Billah.

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri
sebagai bentuk ketulusan hati dan penghormatan terhadap kedudukan perempuan
dalam pernikahan. Islam menempatkan mahar sebagai salah satu rukun yang
menentukan sah atau tidaknya akad nikah, namun tidak menetapkan jumlah
tertentu, melainkan menyesuaikannya dengan kemampuan calon suami serta
kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip syariat menekankan kesederhanaan dan
kemudahan, sebagaimana teladan Nabi saw. yang memberikan mahar sewajarnya
tanpa memberatkan. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih
memegang tradisi lokal yang menetapkan mahar berdasarkan status sosial dan garis
keturunan.

Penelitian ini mengkaji praktik penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi,
Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang mayoritas penduduknya
bersuku Makassar dan masih memegang teguh adat istiadat warisan nenek moyang.
Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat setempat menerapkan
sistem tingkatan mahar atau sunrang yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1)
keturunan bangsawan atau Karaeng dengan sunrang 28 reala, (2) keturunan rakyat
biasa atau Daeng dengan sunrang 26 reala, dan (3) masyarakat pendatang yang
tidak diketahui garis keturunannya dengan sunrang 20 reala. Penentuan tingkatan
ini dinyatakan secara eksplisit dalam ijab kabul dan menjadi syarat yang mengikat
bagi calon mempelai laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi
individu.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik adat dan
prinsip hukum Islam. Dalam perspektif syariat, mahar semestinya diberikan sesuai
kerelaan dan kesepakatan, bukan berdasarkan pembatasan adat yang berpotensi
membebani pihak laki-laki. Tradisi pembagian tingkatan mahar di Desa Parigi
dapat menimbulkan hambatan pernikahan, beban ekonomi, bahkan menghalangi
terlaksananya pernikahan sesuai anjuran syariat. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penetapan
tingkatan mahar tersebut, dengan mempertimbangkan dalil Al-qur’an, hadis, serta
pandangan fugaha, guna menemukan titik temu antara adat istiadat lokal dan ajaran
Islam.

Kata kunci: Mahar, Adat Istiadat, Hukum Islam
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1 AT AT

Segala puji peneliti haturkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan hadiah wajib yang harus diberikan oleh calon suami
kepada calon istrinya sebagai wujud ungkapan keikhlasan dalam hati calon suami
agar calon istri menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadapnya.
Konsep mahar merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pernikahan.
Tanpa mahar maka perkawinan dinyatakan tidak sah, dan mahar harus ditentukan
terlebih dahulu sebelum perkawinan.*

Islam menganjurkan agar mahar diberikan calon suami kepada calon istri
berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya
mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri
sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang
istri kepada seorang suami. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt
surat Al-Nisa /4:4:

55 8 53 ek s oo o N ol o6 Y 5l oLl 1
Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada Wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian
yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu
Sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimahlah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati.(QS An-Nisa/4:4)?

1 |stibsyirah, Hak-hak perempuan (Teraju, 2004), h 101.
2 Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan terjemahnya (Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an,
2023), h.77.



Pelaksanaan upacara pernikahan Indonesia di pengaruhi oleh bentuk dan
sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau
silsilah kekeluargaan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata
caranya, umumnya di lakukan pada masa peminangan, penyampaian pelamaran,
upacara adat pernikahan, upacara keagamaan dan upacara kunjungan mempelai ke
rumah mertua.®

Banyak yang bisa menjadi kendala dalam mewujudkan sebuah pernikahan
yang ideal menurut hukum Islam, dimana di ketahui bahwa masyarakat telah
terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dalam kebiasaan dan keyakinannya,
sehinggah tidak jarang pernikahan tersebut menyimpan dari tujuan yang telah di
perintahkan oleh Allah swt dan Rasulnya. Ini di sebabkan, pengaruh adat istiadat
nenek moyang mereka yang di warisi dan menurut anggapan masyarakat lebih
banyak diikuti di bandingkan hukum Islam atau ajaran Islam,* seperti halnya apa
yang ada di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai
wanita, baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam, yang sesuai dengan pemikiran para ahli fugaha, atau dengan kata lain
pemberian wajib berupa uang atau harta benda dari mempelai pria kepada mempelai
wanita pada saat mengadakan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur
penting dalam sebuah pernikahan. Salah satu upaya Islam untuk menghormati

kedudukan perempuan adalah dengan memberikan mereka hak untuk mengatur

3 Hadikusuma, Hukum perkawinan indonesis menurut hukum adat hukum aagama (Mandar
Hilman Maju, 2003), h 97.

4 Mohammad Fauzil Adhim, Kupinang Engkau dengan Hamdalah (Mitra pustaka, 2007),
h 210.



urusannya sendiri. Di zaman jahiliyah, hak-hak perempuan dilucuti dan disia-
siakan sehingga walinya dapat leluasa menggunakan hartanya dan membuang
hartanya. Islam datang untuk melepaskan belenggu tersebut. Mereka berhak
menerima mahar dan suami menerima kewajiban untuk membayar mahar. Mahar
atau mahar adalah nama harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang
perempuan sebagai akibat dari suatu akad nikah.®

Agama Islam tidak menjelaskan tentang mahar secara rinci mengenai
jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar, harus di
sesuaikan dengan sepantasnya, atau sewajarnya. Nabi saw mengajarkan kita untuk
memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak menjadi permusuhan di dalam diri
sendiri dan Nabi saw memberi mahar istri-istrinya tidak lebih dari 40 dirham.®

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman
pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam.
Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak
mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama figih telah bersepakat bahwa
mahar tidak ada batas tinggi rendahnya.’

Parigi adalah Desa yang yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong
Kabupaten Gowa yang masyarakatnya beragama Islam, namun masyarakat Desa
Parigi Kabupaten Gowa masih menjunjung tinggi adat istiadat yang di bawah oleh
nenek moyang mereka. Khususnya di Kampung Patuku merupakan salah satu

Kampung yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, terutama dalam

5 Kamal Muctar, Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan (Bulan Bintang, 1974), h
80.

® Muhammad Nasrudin Albani, Shahih Sunan Nasa'’i, jilid 2 (Puataka azzam, 2006), h 718.

" Budi Abdullah, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim (Pustaka Setia, 2013), h 81.



penentuan mahar perkawinan yang mereka ikuti secara turun temurun dari nenek
moyang mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membebani proses akad
nikah. Berbeda dengan kenyataan di masyarakat Desa Parigi ketika menikahkan
anak perempuannya, mereka menikahkan sesuai dengan status sosial antara calon
pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Terutama dari segi
tingkatan mahar antara keturunan Karaeng dengan keturunan Daeng atau
masyarakat biasa, mereka berbedah tingkatan mahar dalam pernikahannya.
Sehubungan hal tersebut dapat di ketahui bahwa mahar yang ada di Desa Parigi
berbeda dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam yang maharnya di berikan
sesuai kerelaan dan kesepakatan perempuan. Tapi hal tersebut tidak di lakukan oleh
masyarakat Desa Parigi berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki maupun
pihak perempuan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di masyarakat Desa
Parigi, peneliti menemukan beberapa aspek ajaran Islam yang tidak diperhatikan
oleh masyarakat tersebut, yaitu penentuan mahar dalam pernikahan. Di masyarakat
Desa Parigi bersuku Makassar yang penentuan maharnya berdasarkan garis
keturunannya. Dalam kebiasaan masyarakat Patuku mahar atau di sebut sunrang
terdiri 3 tingkatan yaitu:

a) Bagi keturunan bangsawan atau karaeng menggunakan sunrang 28

reala

b) Bagi keturunan rakyat biasa atau Daeng menggunakan sunrang 26 reala



c) Bagi masyarakat pendatang yang tidak di ketahui garis keturunannya

menggunakan sunrang 20 reala.

Dengan adanya pembagian 3 tingkatan ini seorang calon mempelai laki-
laki harus menyebutkan tingkatan sunrang yang dia beri dalam ijab kabulnya. Yaitu
yang di sebutkan dalam ijab kabul adalah sunrang 28 reala, sunrang 26 reala atau
sunrang 20 reala, tergantung tingkatan sunrang yang ia berikan. Hal ini menjadi
suatu membatasi seseorang untuk ~memberikan mahar sesuai dengan
kemampuannya dan membuat calon mempelai laki-laki harus menyiapkan mahar
sesuai dengan kadar mahar yang telah di tentukan oleh pihak calon mempelai
perempuan.

Maka dari permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Tingkatan Mahar Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana penetapan tingkatan mahar pada masyarakat Desa Parigi

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan tingkatan mahar

di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi

Selatan?



C. Tujuan Tenelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebgai

berikut:

1.

Untuk mengetahui penetapan tingkatan mahar pada masyarakat Desa Parigi
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan tingkatan

mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka di harapkan dapat memberikan

manfaat sebgai berikut:

1. Secara akademis

Sebagai bahan menyusun skripsi dalam prodi ahwal syakhshiyah
(hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universutas Muhammadiyah
Makassar dan sebagai suatu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan
tentang pandangan hukum Islam terhadap penetapan tingkatan mahar di
Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Secara praktis

Manfaat secara praktis bagi penulis adalah memungkinkan peneliti

untuk memperoleh pengalaman praktis di lingkungan nyata sehingga dapat

memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang benar.



E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Paada sub bab ini di uraikan penelitian terdahulu yang relevan baik dalam
bentuk buku, skripsi, dan jurnal.®. Dengan menelaah berbagai karya ilmiah
terdahulu, penulis dapat mengetahui ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan,
pendekatan yang digunakan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Hal ini penting
untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan saat ini, sekaligus
mengidentifikasi celah atau perbedaan yang belum banyak diangkat dalam
penelitian sebelumnya.

Hasil dari tinjauan penulis terhadap kajian penetapan mahar pada masyarakat
sudah banyak dilakukan oleh kalangan penulis di antaranya:

1. Skripsi Maisura (2018)

Skripsi yang ditulis oleh Maisura, berjudul, Penetapan Mahar Dalam
Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar
Baru Kabupaten Pidie Jaya, di dalamnya membahas tentang penetapan tingkatan
mahar sesusai jenjang Pendidikan calon mempelai wanita yaitu lulusan SMA yaitu
maharnya sebesar 5-10 mayam, untuk strata satu maharnya sekitar 10-15 mayam
dan PNS maharnya sebesar 20-30 mayam, satu mayam sama dengan 3 gram emas
murni.

Tetapi di masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten
Gowa menetapkan tingkatan mahar sesuai dengan status garis keturunannya calon

pengantin perempuan yaitu sunrang 28 reala untuk keturunan Karaeng, 26 reala

8 Tim Penyusun, Penulisan Karya llmiah Fakultas Syariah (Pusaka Pelajar, 2013), h 42.

® Maisura, Penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat gempong meunasah
keude kecamatan bandar baru kabupaten pidie jaya (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).



untuk keturunan masyarakat biasa, dan 20 reala untuk masyarakat yang tidak
diketahui silsilah keturunannya. satu reala sama dengan Rp10.000.
2. Skripsi Mariani (2014)

Skripsi yang ditulis oleh Mariani, berjudul Pelaksanaan Sunrang
(Maskawin) Dalam Perkawinan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa
di dalamnya membahas bagaimana pelaksanaan sunrang di kecamatan
tinggimoncong (Buluttana) yaitu sunrang 16 real, sunrang 28 real, dan sunrang 14
real satu real sebanding dengan Rp.2000%.

Tetapi Tetapi di masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong
Kabupaten Gowa yaitu sunrang 28 reala, sunrang 26 reala dan sunrang 20 reala.
satu reala dihargai Rp.10.000

3. Jurnal Nurul Muhlisa (2023)

Jurnal yang tulis oleh Nurul Muhlisah dan Zainal Arifin yang berjudul:
Sunrang Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Gowa di dalamnya sunramg dianggap memberatkan pihak laki-laki karena
menilainya sebagai tolak ukur kekayaan, kehormatan serta tingkatan keluarganya
yang kadang menjadi penentu kecil besarnya mahar yang akan di berikan'?.

Tetapi di Desa Parigi (Patuku) besar kecilnya mahar ditentukan sesuai garis
keturunannya sebagai sebuah kehormatan atas jalur keturunan mereka. Maka

mereka membedakan jumlah kadar mahar antara keturunan karaeng dengan

10 Mariani, Pelaksanaan sunrang (maskawin) dalam perkawinan di kecamatan
tinggimoncong kabupaten gowa (Jurusan ilmu hukum Fakultas Syari’ah dan hukum UIN alauddin
mkassar, 2014).

11 Zainal Arifin Nurul Muhlisah, Sunrang pada adat pernikhan di desa tanete kecamatan
tompobulu kabupaten gowa, 3 (2023).



masyarakat biasa dan meskipun orang kaya tidak boleh melebihi kadar mahar
seorang karaeng.

Kelebihan Penelitian ini m engungkap kebudayaan yang belum banyak
diteliti. Penelitian ini menggali dan mendokumentasikan praktik sunrang (mahar
adat) di Kampung Patuku, Desa Parigi sebuah aspek budaya lokal yang belum
banyak terangkat dalam kajian akademik, khususnya dalam konteks hukum adat
dan perbandingannya dengan hukum Islam. Menggunakan data primer dari tokoh
adat dan tokoh agama, penelitian ini memperoleh data langsung melalui wawancara
mendalam dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memahami seluk-beluk
budaya tingkatan sunrang, sehingga hasil penelitian lebih kontekstual.

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa mahar bukan semata-mata nilai
ekonomi, melainkan simbol status sosial, garis keturunan, dan penghormatan dalam
tatanan masyarakat adat. Hal ini memberikan perspektif baru tentang fungsi mahar
di luar hukum formal. Penelitian ini juga menjadi kontribusi dalam dokumentasi
budaya lisan seperti tradisi sunrang sebagian besar diwariskan secara lisan dan
tidak terdokumentasi secara tertulis. Penelitian ini menjadi bentuk pelestarian
budaya dan kontribusi terhadap literatur lokal serta pembangunan identitas budaya
daerah.

Penelitian ini membandingkan dengan praktik di daerah lain. Peneliti
membandingkan temuan di Kampung Patuku dengan berbagai penelitian terdahulu
di wilayah lain, sehingga memperkaya pemahaman terhadap keberagaman mahar

dalam budaya Indonesia.
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Beberapa di antaranya menyoroti nilai mahar dari sudut pandang yuridis
normatif, ada pula yang mengkaji berdasarkan konteks adat dan budaya lokal.
Selain itu, terdapat pula penelitian yang menekankan aspek psikologis maupun
sosiologis dalam praktik pemberian mahar. Meskipun demikian, masih terdapat
ruang bagi peneliti untuk memperdalam studi ini dengan mengambil pendekatan
yang lebih kontekstual dan spesifik, dengan melihat praktik penetapan mahar di
Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang memiliki ciri khas
tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi baru dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang

hukum keluarga Islam.



BAB Il

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab Al-mahr jamaknya al-
muhur atau al-muhurah berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami
kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah. Shidaq, shadugat,
shidiqg, shadag, shadagah maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi
artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada
mempelai perempuan ketika akan menikah. Pokok dari membayar mahar adalah
untuk menisyaratkan kejujuran dan kesungguhan dari laki-laki untuk menikahi
wanita tersebut.*

Secara terminologi, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami
kepada calon istri sebagai wujud keikhlasan calon suami untuk menciptakan rasa
cinta wanita terhadap suaminya di masa depan (pengajaran, dan sebagainya) mulai
dari perkawinan hingga perkawinan suami menikah ketika akad nikah
ditandatangani. Mahar juga menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses
pernikahan.*3

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai
dengan kesepakatan di antara mereka, nilainya bisa seperempat dinar sampai
seribu dinar atau lebih. Mahar dalam Islam bukanlah adat seperti adat Afrika yang

memberikan pekerjaan kepada mempelai wanita. Mahar dalam Islam bukan

12 Ahmad rofig, Hukum Isalm di Indonesia (Raja Grafindo Persada, 2000), h 10.
13 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Siraja Prenada Media
Group, 2006), h 116.

11
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berarti nilai tukar seorang anak perempuan terhadap suaminya sebagai alat
pembelian. Maharnya tidak seperti mahar zaman dulu di Eropa, bapak
memberikan mahar kepada anak perempuannya, kita menikah dan harta itu
dianggap milik suami.'*

Dalam masyarakat Arab jahiliah, mahar dianggap sebagai harta milik wali.
Sedangkan mahar dalam Islam adalah pemberian yang diberikan oleh mempelai
pria kepada mempelai wanita pada saat upacara pernikahan. Mahar inilah yang
kemudian menjadi milik mempelai wanita sendiri. Islam meninggikan derajat
perempuan karena mahar diberikan sebagai tanda penghormatan terhadap
perempuan. Jika perkawinan berakhir dengan perceraian, maka mahar tetap
menjadi milik istri dan suami tidak berhak mendapatkannya kembali, kecuali
dalam hal khulu' karena perceraian itu terjadi atas permintaan istri.*

Secara umum, kata lain yang digunakan sebagai mahar dalam al-qur’an
adalah sedekah yang bertujuan untuk menciptakan tekanan untuk menghidupi
keluarga. Kata lain yang digunakan dalam al-qur'an untuk menyebut dukungan
keluarga adalah faridhah. Umar Umar bin Khattab menetapkan bahwa jika
perempuan menunda menerima seluruh atau sebagian hak mahar lalu
menuntutnya, maka suami harus membayar mahar tersebut karena pada
hakikatnya ia harus memberikan mahar tersebut sebagai bukti nyata bahwa ia

bebas sepenuhnya.t®

14 A. Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah (PT Raja
Grafindo Persada, 2022), h 58.

15 Sayyid Sabig, Figh sunnah jld 7 (Alma’arif, 1990), h.58.

16 Abdur Rahman I. Doi dkk., Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah) (PT
RajaGrafindo Persada, 2002), h 109.



13

Islam menganjurkan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon
istri dalam bentuk barang berharga, tidak perlu mahal, karena pada hakikatnya
mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai
tanda keikhlasan. Terciptanya cinta dan kasih sayang antara istri dan suaminya.
Sebagaimana terkandung dalam firman Allah swt, surat Al-Nisa/4:4:

85 8 0 b s oo 8 N b o6 1Y fdla oLl 1

Terjemahnya:
Berikanlah mahar kepada Wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian
yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu
Sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimahlah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati.*’

Menurut ajaran Islam, mahar tidak dimaksudkan untuk memberikan nilai,
nilai pengganti atau nilai tukar kepada wanita (calon istri) yang hendak menikah.
Mahar hanyalah tanda atau sebuah bukti bahwa calon suami memiliki rasa cinta
dan kasih sayang kepada calon istri yang akan dia nikahi. Pada dasarnya Islam
sangat peduli dan menghormati kedudukan perempuan dengan memberikan hak-
haknya, termasuk hak menerima mahar (mas kawin). Mahar tersebut hanya
diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dan tidak kepada wanita lain atau
siapapun, meskipun mereka sangat dekat dengannya. Tidak boleh diambil oleh
orang lain, apalagi digunakan, sekalipun oleh suami sendiri, kecuali atas kemauan
dan persetujuan istri.*®

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah mahar yaitu:

17 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h 77.
18 |brahim Muhammad al-jamal, Figih Wanita (Asy Syifa, 1981), h 375.
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Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan yang dicari, bukan
mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.

Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada
isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai nihlah dari padanya,
yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga
sang perempuan,

Sebagai lambang kesungguhan pemberian harta ini menunjukkan
bahwa laki-laki  bersungguh-sungguh dalam mencenderungi
perempuan, bersungguh- sungguh dalam berhubungan dengannya,
Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki
(suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan
emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki
lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah
jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti
itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-

mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.*®

B. Syarat-Syarat Mahar

Segala sesuatu yang bernilai dalam jual beli, yaitu berupa harta suci, halal,

mendatang

dan sebaga

kan manfaat, dan dapat diserahterimakan seperti harta, benda berharga,

inya, sebagaimana dalam firman Allah swt surat Al-Nisa’/2:24:

055l 15 51 5 ol 6 K 20

19 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani Pers,

1995), h. 478
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Terjemahnya:
Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu,
yakni kamu mencari istri dengan hartamu sebagai mahar untuk
menikahinya.?

Upah dari Pekerjaan dapat juga dijadikan sebagai mahar pernikahan.
Setiap pekerjaan yang diperbolenkan meminta upah darinya, boleh dijadikan
sebagai mahar. Misalnya mengajarkan al-qur'an, kerajinan tangan, jasa, dan yang
lain sebagainya. Hal ini menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu
Hanifah melarangnya, sementara Malik memakruhkannya. Adapun pendapat
yang benar adalah boleh menikah dengan mahar berupa upah pekerjaan. Allah swt
telah menceritakan kepada kita dalam al-qur’an bahwa orang tua yang shalih
(Nabi Syu'aib a.s) menikahkan Musa dengan salah satu putrinya, dan ia
menjadikan maharnya berupa bekerja untuknya selama delapan tahun. Allah

swt berfirman dalam surat Al-Qashash/28:27:

Terjemahnya:

Dia (Syekh madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini
dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun.
Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu
kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.z

Pendapat ini berdasarkan pihak yang mengatakan bahwa syariat umat

sebelum kita adalah syariat kita hingga ada dalil yang menghapuskan hukumnya.

20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h 82.
2L Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.388.
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Dan inilah pendapat yang benar telah disebutkan hadis tentang wanita yang
menghibahkan dirinya kepada Nabi saw, di dalamnya disebutkan sabda Nabi saw

kepada laki-laki yang ingin menikahinya

(s gl o) T G Hla sy (S0 33 L)

Artinya:
Pergilah, karena aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar
hafalan Al-Qur'an yang ada padamu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan takwil bahwa yang dimaksud adalah mengajarkan kepadanya
satu surat Al-Qur'an atau lebih. Maknanya, jika seorang laki-laki tidak mampu
memberikan mahar materi, ia boleh menjadikan mengajarkan al-qur’an kepada
istrinya sebagai mahar, sebagaimana dipahami mayoritas ulama. Hadis ini
menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mahar, selama ada manfaat yang jelas dan
disepakati kedua belah pihak.?

Meskipun mahar memiliki dimensi materi, nilai utamanya terletak pada
manfaat dan kelayakan pemberian tersebut dalam pandangan syariat. Adapun
syarat-syarat mahar atau sesuatu yang cocok dijadikan mahar dan yang tidak
cocok, vyaitu:

1. Merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual seperti emas,
barang-barang berharga dan yang sejenisnya. Tidak boleh memberikan
mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak

bisa dimiliki.

22 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah jilid 3 (Insan Kamil,
2021), h.221.
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2. Harus sesuatu yang diketahui karena mahar adalah pengganti pada hak
yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak boleh
dengan sesuatu yang tidak diketahui. Penentuan diserahkan kepada salah
satu dari keduanya atau kepada orang yang selain keduanya.

3. Terbebas dari tipuan, mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur,
unta yang tersesat atau barang yang mempunyai keduanya

4. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang
lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena

berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang
hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah .%

C. Macam-Macam Mahar

Ditinjau dari kesepakatan atas nilainya, mahar terbagi menjadi mahar yang
disebutkan nilainya dan yang tidak disebutkan. Sementara berdasarkan waktu
pembayarannya, mahar terbagi menjadi mahar yang dibayar secara tunai dan
dibayar belakangan (hutang). Sedangkan berdasarkan kadar yang berhak diterima
wanita dari mabar itu, mahar terbagi menjadi mahar seluruhnya,
setengah, dan sekedarnya.?

Kewajiban membayar mahar, para fugaha telah sepakat bahwa mahar
diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ulama fikih

sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.

23 Wahab Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu (Gema insani, 2011), h 237,
24 bin As-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah jilid 3, h.229.
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1. Mahar Musamma

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah
bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu
seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah
hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya
wajib dibayar setengahnya.

2. Mahar Mitsil

Mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga
terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-
saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai
sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu
saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri
dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka
mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar
mitsil juga disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang
diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan
dan keponakan perempuan ayah).?®

Mahar mitsil juga dapat ketetuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya
oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau
keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar mitsil, menurut para ulama

figih, yaitu:

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Kencana, 2007), h 90.
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a. Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar mitsil ditentukan melalui
standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya,
bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah
dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada
standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu

b. Mazhab Hanbali menetapkan stadar mahar mitsil dari kedua belah pihak,
baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan
mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan,
bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan
selain mereka dari kerabat yang ada.

C. Mazhab Maliki menetapkan standar mahar mitsil melihatnya dari
lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa
kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita.

d. Mazhab Syafi’i, standar mahar mitsil berpegangan pada keluarga terdekat
dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak
ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka
disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.?®

D. Kewajiban Pemberian Mahar dalam Hukum Islam

Mahar merupakan hadiah wajib yang harus diberikan oleh calon suami
kepada calon istrinya sebagai wujud ungkapan keikhlasan dalam hati calon suami
agar calon istri menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadapnya.

Konsep mahar merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pernikahan.

2 Abdul Rahman Al Ghazali, Fikih Munakat (Kencana, 2010), H.93.
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Tanpa mahar maka perkawinan dinyatakan tidak sah, dan mahar harus ditentukan
terlebih dahulu sebelum perkawinan. Tentang kewajiban memberi mahar dalam
hukum Islam, terdapat beberapa peraturan khusus.

1. Al-Qur’an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, al-
qur'an berisi aturan-aturan hukum dasar yang memerlukan kajian cermat dan
pengembangan lebih lanjut. Menurut kepercayaan umat Islam, al-quran
merupakan kitab suci yang berisi wahyu (kalimat) Allah swt yang mula-mula
disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw selaku Rasulnya
sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mula-mula ke Mekah
lalu ke Madinah untuk menjadi petunjuk atau petunjuk umat manusia dalam
hidup dan kehidupan seseorang untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan
kebahagiaan di akhirat.?’

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada isterinya, namun setelah pasti
ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri
yang saling mencintai dan menerima menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah
rumah tangga. Tentang hukum kewajiban pemberian mahar dari seorang suami

kepada isterinya, terdapat dalam firman Allah swt surat Al-Nisa’/2:24:

\);;G d,\ Qg a'\jj % }ﬁ/ 3?’\3 tgjé 9&5\ C,&,{z;f\.ﬁ/\ :,K\Ja s gl QLL.W}J\ e A ,"Sb
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Terjemahnya:

27 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia (Raja grafindo persada, 2012), h 78.
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Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu
miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain
perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri
dengan hartamu mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena
kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada
mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada
dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah
menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah swt adalah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.?®

Ayat ini menegaskan bahwasahnya memperoleh kenikmatan dari seorang
wanita yang telah menikah adalah sempurna jika wanita tersebut telah menerima
hak-haknya secara lahir dan batin terutama dalam bentuk mahar. Dari dalil-dalil
di atas jelas bahwa perintah Allah swt memberikan mahar atau maskawin dan
mahar merupakan syarat sahnya akad nikah.

2. Hadis

Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an,
berupa perkataan (sunnah gqauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan diam
(sunnah tagririyah atau sunnah sukutiyah) Nabi saw yang di catat dalam buku
hadis.?®

Begipula tafsir dan penafsiran Al-Qur'an, banyak sekali peninggalan suci dari
Nabi saw sebagai bukti bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus
ditanggung oleh setiap calon suami yang mengawini calon istrinya, karena mahar
merupakan hal yang sangat penting dan wajib dalam sebuah pernikahan. Maka

apabila seorang laki-laki ingin mengawini seorang perempuan, betapapun

28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h 82.
2% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, h 92.
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miskinnya ia tetap wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut, dan jika
memang ia tidak mempunyai barang yag bisa di jadikan mahar, maka kemampuan

atau jasa seorang laki-laki dapat dijadikan mahar sebagaimana sabda Nabi saw:

&./j\ﬁéw;aNGG%&}@&&Q&J}&JQ\M&&GJ&J&M ddé‘#b';
dwuwﬂa g o) J5dp b s B b Sl I ok i
(\.wjodoib\ J 5 J& Md)JYdﬁsu:J@?@»ﬁgéi&»ﬁﬂ&&:
x»uﬁb\»jjjwd Ju»\udumw@\w\s Y;MJQ_SJJLWL;\
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Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah saw didatangi seorang
wanita seraya berkata, Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku bagi
engkau. Wanita 1tu berdiri hingga lama. Lalu ada seorang lelaki berkata,
Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak ada
keperluan kepadanya. Beliau bertanya, apakah engkau mempunyai sesuatu
untuk maskawinnya? Orang itu menjawab, aku tidak mempunyai apa pun
kecuali sarungku ini. Rasulullah saw bersabda, Sekiranya engkau berikan
sarungmu kepadanya, maka engkau duduk tanpa mengenakan sarung lagi.
Maka carilah sesuatu yang lain. Orang itu berkata, aku tidak
mendapatkannya. Beliau bersabda, carilah walau sebuah cincin dari besi.
Orang itu mencari, namun tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah
saw bersabda, Apakah engkau mempunyai hapalan sebagian dari al-
guran? Orang itu menjawab, Ya. Rasulullah saw bersabda, aku

menikahkanmu dengannya, dengan maskawin hapalanmu dari sebagian
al-qur'an (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Hadis ini adalah perintah Rasulalah saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk
mencari seuatu yang dapat dijadikan mahar walaupun hanya cincin. Maskawin
boleh berupa sesuatu yang sangat sederhana karena ketidakmampuan, yang

didasarkan kepada sabda beliau, Meskipun sebuah cincin dari besi. Boleh juga

%0 Syaik Muhammad Nashiruddin al-Abani, Ringkasan Shahih Bukhari (Pustaka Sunnah,
1983), h 361.
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meringankannya bagi orang kaya maupun orang miskin, karena hal itu dapat
mendatangkan kemaslahatan yang banyak seperti yang sudah disyaratkan di atas.
Yang paling baik ialah menyebutkan maskawin ketika di melaksanakan akad, agar
tidak menimbulkan perselisihan. Jika maskawin itu tidak disebutkan, maka akad
juga tetap sah, yang dikembalikan kepada maskawin yang semisal. Ada tradisi
yang berkembang pada zaman sekarang, bahwa seorang lelaki mengirim
maskawin kepada wanita sebelum akad, sehingga dia dan keluarganya dapat
menerima maskawin itu, kemudian akad dilaksanakan. Sehingga ketika
dilaksanakan akad tidak perlu lagi disebutkan maskawinnya.®
3. Kompilasi Hukum Islam

Mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam.
Tentang mahar ini, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam
Kompilasi Hukum Islam, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada
pengompromi antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar ini tidak disepakati
sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak
berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya,
mahar adalah lambang penyerahan diri seorang istri bagi siapa saja yang
memberinya mahar. Mahar walaupun hak wanita tetapi hendaklah hak itu

dipertimbangkan sebaik mungkin agar tidak memberatkan calon suaminya.®

31 Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim (Darul
Falah, 2002), h 300.

32 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Liberty,
1999), h.8.
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Kewajiban menyerahkan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam
pasal 30, disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah
pihak, dan dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan
dengan uang tunai dan ayat 2 disebutkan apabila calon mempelai wanita
menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya
maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi
hutang calon mempelai pria.®

Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang
lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada
yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar
diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan
persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan
jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt surat Al-

Nisaa’/4:25:
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Terjemahnya:
Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi
perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin

33 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan,
dan Perwakafan) (Nuansa Aulia, 2020), h.10.
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dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang
keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan
dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin
keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang
pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina
dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai
piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi
melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah
dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal
itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang
takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu.
Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.®*

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk
mahar itu tidak sampal memberatkan calon mempelai pria. Sebagaimana dalam
jurnal yang di tulis oleh Muktashim billah mengatakan bahwa Hal ini sesuai
dengan prinsip dalam ilmu Ushul Fikih bahwa jika ada sesuatu perbuatan yang
tidak ditemukan kejelasan hukum tentang perintahnya dan juga tidak ditemukan
kejelasan umum tentang pelarangannya, maka sesuatu perbuatan tersebut
dihukumi mubah. Hukum adat atau urf pada masyarakat adalah bukan sebuah
masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah swt didalamnya. Namun ada
hal-hal yang tidak di sebutkan dalam teks agama apakah dihalalkan atau

diharamkan, dan terdapat perbedaan pendapat tentang hal-hal tersebut.*

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h 82.
% Erfandi, Muktashim Billah, “Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Desa Katabu
Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Presfektif Hukum Islam” 2024
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E. Tingkatan Mahar

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal maupun batas
minimal mahar yang boleh diberikan suami kepada istri. Kesepakatan ini
didasarkan pada ketiadaan nash yang membatasinya dan diperkuat oleh firman
Allah swt dalam surah Al-Nisa’/2:24:
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Terjemahnya:
Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.
Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara yang dusta dan
dosa yang nyata. (Q.S Al-Nisa/4:20)

Ayat ini yang membolehkan pemberian harta dalam jumlah besar sebagai
mahar. Meskipun demikian, syariat menganjurkan agar mahar tetap sederhana dan
tidak memberatkan. Adapun orang yang terbebani dengan mahar yang tidak ingin
ditunaikannya atau tidak mampu memenuhinya, maka ini dimakruhkan®" Dalam
hukum Islam tingkatan mahar tidak perna di contohkan oleh Nabi saw maupun
sahabat, mahar hanya di jelaskan macam-macam dan jenisnya. Namun
berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di masyarakat Desa Parigi,
ditemukan bahwa terdapat beberapa aspek ajaran Islam yang kurang diperhatikan,
khususnya dalam hal penentuan mahar dalam pernikahan. Masyarakat Desa Parigi

yang mayoritas bersuku Makassar memiliki tradisi penentuan mahar berdasarkan

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.81.
37 bin As-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah jilid 3, H.223.
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garis keturunan. Dalam kebiasaan masyarakat Patuku, mahar yang disebut dengan
sunrang dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Bagi keturunan bangsawan (karaeng), ditetapkan sunrang sebesar 28 reala.
2. Bagi keturunan rakyat biasa (daeng), ditetapkan sunrang sebesar 26 reala.

3. Bagi orang yang kawin lari, ditetapkan sunrang sebesar 20 reala.

Pembagian tingkatan ini di ucapkan langsung pada proses ijab kabul, di
mana calon mempelai laki-laki wajib menyebutkan secara eksplisit tingkatan
sunrang yang ia berikan, sesuai dengan kadar mahar yang telah ditentukan atau di
sepakati oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan dan laki-laki. Ketentuan
ini dinilai berdasasrkan kesepakatan apakah mengikut berdasarkan tingkatan
mahar perempuan atau laki-laki. Karena yang biasa terjadi jika seorang
perempuan di nikahi oleh laki-laki yang lebih tinggi kadar maharnya maka dia
akan memberikan mahar sesuai dengan kadar maharnya. Karena tingkatan mahar
ini hanya sebagai simbol atau tanda akan garis keturun atau asal daerah seseorang

dan di sepakati sebelum melakukan pernikahan.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian ini adalah lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang
dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya
juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.3®

Penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
di lakukan pada kondisi alamiah bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif
peneliti adalah kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan
wawaasan yang luas jadi bisa bertanyaa, menganalisis objek yang diteliti menjadi
lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian
kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang
tersembunyi, untuk memahami interkasi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk
mamastikan kebenanaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.
B. Lokasi Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu

Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena masyarakat Kampung Patuku ketika

melakukan pernikahan mereka menetapkan tingkatan mahar sesuai status sosial.

38 Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Lexy J, Moleong
Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosda Karya, 2001), h 5.

28
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C. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai

masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan dalam prespektif legal formal atau
peraturan perundang-undangan resmi yang terkait dengan masalah pandangan
hukum isalm terhadap penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi, Kecamatan
Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

2. Pendekatan sosial bertujuan untuk memhami perilaku, intraksi, dan struktur
manusia dengan melakukan survei dan wawancara mendalam melalui
percakapan dengan individu atau kelompok.

3. Pendekatan budaya berfokus pada pemahaman terhadap nilai, norma dan
praktik budaya yang ada dalam masyarakat dengan studi mendalam tentang
kehidupan sehari-hari dan praktik budaya suatu kelompok dengan cara
berpartisipasi dan mengamati langsung.

D. Sumber Data Penelitian
Ada dau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer
Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari
sumbernya seperti hasil wawancara atau observasi, laporan atau dalam
bentuk dokumen yang kemudian di olah oleh peneliti.>® Data primer ini
untuk penelitian di Desa Parigi terkait dengan pandangan hukum islam

terhadap penetapan tingkatan mahar di  Desa Parigi, Kecamatan

39 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Grafik Grafika, 2011), h 106.
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Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Enam orang akan di wawancarai yaitu
1 orang imam desa, 1 orang dari imam kampung, 1 orang dari KUA, 3 orang
tokoh masyarakat Desa Parigi. Dari 6 orang tersebut yang dijadikan sebagai
subjek penelitian, kemudian diwawancara sesuai dengan permasalahan yang
diteliti.
Data Sekunder

Data sekunder meliputi referensi seperti buku-buku, hasil penelitian,
artikel ilmiah, jurnal, opini para ahli dan karya ilmiah lainnya yang
mengandung informasi yang di sandarkan pada data primer*° yang relevan
dengan pembahasan penelitian ini, terkait pandangan hukum Islam terhadap
panetapan mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten

Gowa.

E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Dalam penelitian ini ada 3 cara pengumpulan data yang di pakai yaitu:
Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data
informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara
langsung*!. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan
untuk mengumpulkan data penelitian dengan suatu proses interaksi antara
pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai

melalui komunikasi langsung. Pengumpulan data melalui wawancara dalam

40 Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif (Tarsito, 1998), h 26.
41 Nasution, Metode Researh (Jummara, 1982), h 35.
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penelitian ini dilakukan secara langsung dengan masyarakat, orang tua, laki-
laki dan perempuan dan pada pertanyaan yang telah dipersiapkan.
Dokumentasi

Nana Syaodih Sukmadinata mengatakan bahwa dokumentasi adalah
suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik
dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.*> Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek
penelitian meliputi literatur, foto-foto, data penduduk, dan lain-lain.
Observasi

Rusdi Pohan mengatakan bahwa obsevasi atau pengamatan adalah
suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat
dengan penuh perhatian.** Dengan metode observasi atau pengamatan ini,
peneliti ingin mengetahui proses penetapan mahar secara langsung, dalam
penelitian ini, peneliti datang langsung ke masyarakat untuk melihat
peristiwa secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta

mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang akan di lakukan dalam peneliatian ini aadalah

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi data

h 221.

42 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Remaja Rosdakarya, 2006),

43 Rusdi Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Ar-Rijal Institute, 2007), h 45.
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Proses pelilihan melibatkan pemusatan perhatian pada
penyederhanaan data mentah yang di peroleh dari catatan lapangan. ini
termasuk reduksi data dan analisis untuk menyaring memperjelas
menghapus informasi yang tidak relevan dan mengatur data sehingga
memungkinkan penrikan kesimpulan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data ini bertujuan untuk Menyusun informasi secara
tersruktur sehungga mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam
penyajian data kualitatif, penyusunan yang baik dan jelas sangat di
butuhkan untuk melanjutkan ke tahap peneltian kualitatif berikutnya.
Dalam penelitian ini di sajikan dlam bentuk deskripsi yang di lengkapi
dengan teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian yang di peroleh.

3. Verifikasi data (kesimpulan)

Setelah tahap reduksi dan penyajian data selesai, Langkah terakhir
adalah penarikan kesimpulan. Ini merupakan proses dimana peneliti
menginterpretasikan data yang telah di kumpulkan, di sertai dengan
penjelasan yang di perlukan.

G. Pengujian Keabsahan Data
Agar terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka peneliti akan
melakukan keabsahan data. Untuk itu peneliti perlu melakukan pengecekan

keabsahan data melalui uji kredibilitas (credibility).** Maka dari data yang telah

#Rika Octaviani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data”, Website Resmi
Academia,https://www.academia.edu/38325385/ Analisis Dan Pengecekan Keabsahan Data (8
Agustus 2025).
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terkumpul, selanjutnya akan dilakukan proses analisis secara sistematis guna
menguraikan, menelaah, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh.

Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang
relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai permasalahan yang dikaji. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan
menjadi dasar dalam menyusun argumen dan pertimbangan yang objektif, yang
pada akhirnya digunakan sebagai bahan untuk menarik sebuah kesimpulan yang

valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Administratif Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi
Selatan, yang terletak antara 5.0829342862° Lintang Utara - 5.577305437° Lintang
Selatan dan 119.3773° Bujur Barat - 120.0317° Bujur Timur. Kabupaten yang
berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di
sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah
Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian
Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa tercatat 1.883,33 Km2 yang terdiri dari 18
kecamatan, 121 desa dan 46 kelurahan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar
merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan
yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong,
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.*®

2. Pemerintahan dan Kependudukan Kabupaten Gowa

Secara administratif, Kabupaten Gowa terbagi menjadi 18 Kecamatan yang
terdiri dari 46 kelurahan dan 121 desa. Desa/kelurahan terbanyak berada di
Kecamatan Pallangga. Kabupaten Gowa memiliki total 45 orang Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 13

45 BPS Kabupaten Gowa, “Buklet Statistik Daerah Kabupaten Gowa 2024,” 2024, h.7.
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orang perempuan. Anggota DPRD paling banyak berasal dari Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).

Tercatat dari sebanyak 7.472 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di
Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan jenis Kelamin, sebanyak
5.060 ASN adalah perempuan atau sebesar 67,72 persen dari total ASN dan 2.412
ASN adalah laki-laki atau sebesar 32,28 dari total ASN. Sedangkan dari segi
Golongan Kepangkatan, sebanyak 4.793 atau 64,15 persen dari total ASN
merupakan Golongan IlI.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan
jumlah penduduk laki- laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya
lebih kecil dari 100. Pada tahun 2023, untuk setiap 100 penduduk perempuan
terdapat 98 penduduk laki laki.*®
3. Gambaran Umum Kecamatan Tinggimoncong

Luas wilayah Kecamatan Tinggimoncong tercatat 142,87 km persegi atau
sekitar 7,52 persen dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan. Kecamatan
Tinggimoncong memiliki 7 desa/kelurahan. Desa/kelurahan terluas di Kecamatan
Tinggimoncong adalah Parigi dengan luas 48,94 km persegi. Sedangkan,

desa/kelurahan dengan luas terkecil adalah Gantarang dengan luas 11,5 km persegi.

Kecamatan Tinggimoncong terdiri dari 6 kelurahan yaitu kelurahan Bonto
Lerung, kelurahan Bulutana, kelurahan Gantarang, kelurahan Garassi, kelurahan

Malino, kelurahan Pattapang dan 1 desa yaitu desa Parigi. Setiap desa/ kelurahan

%6 David Malone dan Janet Hemingway, “Kabupaten Gowa Dalam Angka 2024,” Parasites
& Vectors 7 (Maret 2014): h.23.
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memiliki antara 174 Rukun Tetangga dan 67 Rukun Warga. Sebanyak 21 Pegawai
Negeri Sipil berada dibawah Pemerintah Daerah Kecamatan Tinggimoncong dan
Pemerintah Daerah desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Tinggimoncong, yang
terdiri dari 16 orang PNS laki-laki dan 5 orang PNS perempuan. Menurut tingkat
pendidikan, tercatat bahwa Sebagian besar PNS berpendidikan DIV/S1 ke atas yaitu
sebanyak 12 orang atau sekitar 57,14 persen.

Penduduk Kecamatan Tinggimoncong tahun 2023 tercatat sebanyak 23.667
jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 11.875 jiwa laki-laki dan
11.792 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 101
angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 101
penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 142,87 km2, maka kepadatan penduduk
di Kecamatan Tinggimoncong Yyaitu 166 jiwa per Kilometer persegi.
Desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu desa/kelurahan Malino
dengan 379 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa/kelurahan dengan
kepadatan penduduk terendah adalah desa/kelurahan Garassi yaitu 77 perkilometer
persegi.*’

4. Gambaran Umum Desa Parigi

a. Sejarah Desa Parigi
Dalam Bahasa Indonesia kata Parigi tidak diketahui secara Bahasa, namun
nama Parigi dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Selain Parigi Malino,

juga nama Parigi ada di Kabupaten Bone, di Sulawesi Tengah dengan Kabupaten

47 BPS Kabupaten Gowa/BPS-Statistics Gowa Regency, “Tinggimoncong Dalam Angka
2024, 2024, h.25.
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Moutong, dan juga ada di Jawa Barat. Apakah ada orang Parigi Malino yang pernah
mengembara ke Bone, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat dan mengabadikan nama
daerahnya dimana mereka berada, atau sebaliknya orang Parigi Moutong atau Jawa
Barat datang ke Malino membentuk perkampungan atau memberi nama daerah itu
dengan nama Parigi.

Walau Parigi belum diketahui asal mula bahasanya, tetapi dengan
menganalisis kata Parigi, konotasi orang selalu tertuju pada gunung. Ini berarti
Parigi identik dengan pegunungan. Menurut Hakim Dg. Bali, salah seorang tokoh
masyarakat Parigi, nama Parigi itu gunung yang memanjang dan bentuknya tidak
rata (bergerigi) dan dipotong dengan jurang yang dalam dalam bahasa Makassar
disebut Apparigi. .*

Melihat bentuk gunung yang ada diperkampungan Parigi memang
permukaannya tidak rata, seperti bergerigi, ada yang menjulang tinggi, juga ada
yang pendek, sehingga warga Makassar yang tinggal di perkampungan itu
menyebut Apparigi. Dari bentuk gunung Apparigi itulah, sehingga arga setempat
memberi nama tempat tinggalnya dengan nama Kampung Parigi.

H. Abdul Rauf Daeng Nompo tokoh masyarakat Tinggimoncong bergelar
Karaeng Parigi menjelaskan, sebelumnya, muncul nama Parigi, perkampungan di
daerah Gunung Bawakaraeng disebut kampung Iraya artinya kampung yang ada di
sebelah timur, Namun kemudian berubah nama, seiring dengan perkembangan

penduduk yang mendiami bulu’ (gunung) Parigi yang ada di wiliyah itu. Jadi nama

48 Qctafilia, “Sejarah Parigi: Sebuah asal-usul” https://octafilia.blogspot.com/2018/08/
sejarah-parigi-sebuah-asal-usul.html (8 Agustus 2025)
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Parigi itu diambil dari nama sebuah gunung di daerah Pegunungan Bawakaraeng.
Dari kaki gunung Parigi itu dihuni oleh sekelompok masyarakat yang dipimpin
kaum di perkampungan itu.

Menurut Syarifuddin Dg. Tutu, salah seorang seniman Gowa, bahwa Parigi
adalah sumber mata air yang berasal dari kaki Gunung. Di daerah pegunungan
seperti Gunung Bawakaraeng, banyak terdapat sumber mata air, dan itulah yang
disebut dengan Parigi. Setelah Parigi menjadi sebuah kerajaan di daerah
pegunungan Bawakaraeng, maka warga sekitar, terutama Sinjai, Bantaeng, juga
Bulukumba melakukan peladangan berpindah-pindah hingga akhirnya sampai ke
daerah Parigi. Dari sanalah mereka mendapatkan lahan yang subur dan menetap
disana, dan hingga kini sudah menjadi penduduk asli Parigi. .*°

Walau Parigi dihapus dalam disrik atau kecamatan, tetapi namanya masih
tetap melekat pada sebuah desa. Itulah sekarang menjadi Desa Parigi dalam wilayah
Kecamatan Tinggimoncong. Setelah Pemekaran Kecamatan Tinggimoncong, maka
bekas Distrik Pao juga menjadi sebuah Kecamatan, namanya Kecamatan Tombolo
Pao. Juga Distri Parigi menjadi sebuah kecamatan dengan nama Kecamatan
Parigi yang meliputi beberapa desa yakni, Desa Majannang, Desa Bilanrengi, Desa
Manimbahoi, Desa Jonjo, dan Desa Sicini
b. Kondisi Geografis Desa Parigi

Luas wilayah Desa Parigi 4.894 Ha/Km dengan hamparan berbagai jenis

tanah yaitu bangunan umum seluas : 812,52 Ha, Tanah sawah : 62,95 Ha, Tanah

4 Desa Kita Sejarah Parigi, https://octafilia.blogspot.com/2018/08/sejarah-parigi-sebuah-
asal-usul.html (8 Agustus 2025)
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Ladang/tegalan :1.669,74 Ha, dan , tanah Hutan : 390, 85 Ha serta tanah pekebun
seluas 390,85 Ha. Adapun Tipologi Desa Parigi terletak pada dataran tinggi yang
berada di antara sungai je’neberang dangan sungai Balangmalino. Kantor desa
Parigi dapat memilih jarak 9 Km Jarak ke Ibukota Kecamatan dengan lama tempuh
ke Ibu Kota Kecamatan 15 menit, dan 51 Km ke Ibukota Kabupaten dengan lama
jarak tempuh 90 menit.

Sebagai wilayah yang bersifat otonom dan berdasarkan asal muasalnya
Desa Parigi memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Maros, sebelah timur berbatasan Kelurahan Gantarang, Malino, Garassi, dan
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jonjo, serta sebelah barat berbatasan

dengan Kecamatan Parangloe.>
c. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Penduduk adalah penggerka pembangunan bagi setiap daerah. Faktor luas
wilayah sangat berpengaruh dalam penentuan angka besar kecilnya tingkat
kepadatan penduduk, besarnya angka kepadatan penduduk pada setiap desa
bervariasi di Kecamatan Tinggimoncong, yang terdapat pada Desa Parigi sebagai
objek penelitian. Dalam penelitian ini berfokus pada dusun Asana RT 001 RW 004
yang di kenal dengan Kampung Patuku, dengan jumlah penduduk wajib pilih

sebanyak 226 orang.

%0 Profil Desa Parigi Tahun 2018 ( di akses 26 April 2025)
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d. Visi dan Misi Desa Parigi

Visi : Terwujudnya masyarakat Desa Parigi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas

dan sejahtera.

Misi :

1.

2.

Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi

Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan masyarakat,
Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat,
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan,

Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap
untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar,
Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat,
Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui

perbaikan sarana dan prasarana umum.>*

. Penetapan Tingkatan Mahar pada Masyarakat Desa Parigi, Kecamatan

Tinggimoncong, Kabupaten Gowa

Mahar atau sunrang dalam tradisi masyarakat Desa Parigi, Kecamatan

Tinggimoncong, Kabupaten Gowa tidak hanya dipandang sebagai kewajiban

materi dari calon suami kepada istri, melainkan sebagai simbol budaya yang serat

makna. Penetapan tingkatan sunrang masih sangat dipengaruhi oleh adat dari

kerajaan Gowa yang berasal dari adat sampulonrua, yang anggotanya di beri tugas

untuk mengurusi urusan-urusan adat.

51 Profil Desa Parigi Tahun 2018 ( di akses 26 April 2025)
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Berbicara tentang tingkatan sunrang dalam pernikahan di Desa Parigi
terbagi dalam beberapa tingkatan yaitu:
a. Sunrang 16 reala

Sunrang 16 reala adalah sunrang yang berlaku untuk masyarakat umum

atau asli keturunan Desa Parigi. Menurut bapak M. Idris Sampe:

“Sunrang itu bukan hanya mas kawin biasa, tapi tanda keturunan dan asal-
usul seseorang. Kalau 16 reala itu berarti orang Gowa asli menikah dengan
orang Gowa, sama dengan sunrang 28 reala hanya saja sunrang 28 reala
ini untuk keturunan Karaeng atau raja Gowa, sama dengan sunrang 88
reala, tapi ini untuk keturunan Karaeng yang menikah dengan orang Bone
atau Luwu.”

Lebih lanjutnya bapak M. Idris Sampe menjelaskan tingkatan mahar yang

ada di Desa Parigi, beliau mengatakan bahwa:

“Adapun sunrang 20 reala untuk orang yang kawin lari, biasa disebut
sunrang kantoro’. karna imam kampung yang menentukan kadar maharnya.
Adapun sunrang 22, 24, atau 26, reala tapi itu tidak ada dalam kitab
Lontara. Adapun penyerahannya dalam bentuk uang nilai Rp.10.000 dalam
1 reala "2

Praktik sunrang di Desa Parigi mencerminkan bahwa mahar pernikahan
memiliki fungsi lebih dari sekadar pemberian materi; ia menjadi simbol status
sosial, garis keturunan, dan struktur adat. Tingkatan seperti sunrang 16, 28, dan 88
reala menunjukkan bahwa garis keturunan, terutama dari kalangan bangsawan
(Karaeng), sangat memengaruhi besarnya mahar.

Adanya sunrang 20 reala untuk kasus kawin lari (sunrang kantoro’), di
mana mahar ditentukan oleh pemerintah atau imam kampung, memperlihatkan

fleksibilitas adat dalam merespons situasi sosial. Sementara itu, munculnya nilai

52 M Idris Sampe, “Wawancara Imam Desa Parigi,” 25 April 2025.
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sunrang yang tidak tercantum dalam Lontara' (seperti 22, 24, atau 26 reala)
menunjukkan adanya adaptasi dan kompromi baru dalam pelaksanaan adat.

Penyerahan sunrang dalam bentuk uang (Rp10.000 per reala) juga menjadi
bukti bahwa masyarakat berupaya mempertahankan nilai adat sembari
menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi dan zaman. Dengan demikian,
sunrang menjadi simbol keberlanjutan tradisi dalam masyarakat yang terus
berubah.
b. Sunrang 26 reala

Sunrang 26 reala adalah adalah Sunrang (mahar) berlaku bagi masyarakat
umum (Asli Tinngimoncong Desa Parigi), dimana 26 reala tersebut biasanya di
turunkan ke tanah sawah 2 reala, di turunkan ke emas 2 reala, di turunkan ke
tanaman 2 reala, sehinggah yang dibayar dengan tunai yakni Rp. 200.0000 (1
reala sebanding dengan Rp.10.000).
c. Sunrang 20 reala

Sunrang 20 reala adalah sunrang yang berlaku bagi masyarakat yang
melakukan Silariang (kawin lari). Sunrang 20 reala ini di tentukan oleh pemerintah
atau imam kampung sehingga biasa di seebut sunrang kantoro’.

Adapun beberapa pandangan masyarakat Desa Parigi, Kecamatan
Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dalam menentukan tingkatan kadar maharnya.
Menurut Suardi Dg. Nakku:

“Sunrang yang paling dikenal masyarakat Patuku Desa Parigi sekarang ada
tiga saja: 20, 26, dan 28 reala. Sunrang 20 itu untuk kawin lari, disebut
sunrang kantoro’. Kalau Sunrang 26 itu untuk orang biasa, bukan
bangsawan, tapi masyarakat umum yang menetap di wilayah ini. Sunrang
28 reala itu untuk keturunan Karaeng. Biasanya sunrang dibayar dalam
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bentuk barang seperti: emas, sawah, keris, dan alat shalat. Sisanya dibayar
pakai uang, satu reala dihargai sepuluh ribu rupiah.”®

Dg. Rustan (Imam Kampung Patuku) juga membenarkan hal ini beliau
mengatakan:

“Memang benar, kebanyakan kami hanya pakai tiga tingkatan. Tapi
terkadang juga orang kawin lari bisa pakai 26 reala, tergantung kondisi
keluarga juga.”>*

Dari data di atas, dapat dianalisis bahwa sunrang berfungsi ganda sebagai
bentuk penghormatan adat dan juga sebagai penegas status sosial. Nilai 28 reala
untuk keturunan karaeng menegaskan status bangsawan, sedangkan 26 reala untuk
masyarakat umum. Nilai 20 reala (sunrang kantoro) diberikan dalam kasus kawin
lari, sebagai bentuk sanksi atau kompromi sosial.

Namun, praktik ini juga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap realitas
sosial ekonomi masyarakat. Sunrang tidak selalu dibayar penuh dengan uang,
melainkan bisa dalam bentuk barang atau ditakar sesuai kemampuan. Bahkan,
seperti disampaikan oleh Dg. Rustan, nilai sunrang dalam kasus kawin lari bisa
dinaikkan bila keluarga menghendaki penyelesaian secara lebih terhormat.

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini sejatinya sejalan dengan konsep
mabhar, yaitu pemberian wajib dari mempelai pria kepada wanita yang nilainya
disepakati bersama, tanpa patokan nominal tetap. Oleh karena itu, selama sunrang

tidak dijadikan sebagai alat pemaksaan atau syarat mutlak yang menyulitkan, maka

% Suardi Dg Nakku, “Wawancara tokoh masyarakat Patuku,” 26 April 2025.
% Dg Rustam, “Wawancara imam kampung patuku,” 26 April 2025.
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keberadaannya dapat diterima dalam Islam sebagai bagian dari nilai lokal yang
tidak bertentangan dengan syariat.
Bokhari S.Ag., Dg Buang kembali menjelaskan bahwa:

"Sunrang adalah syarat sahnya nikah. Dalam pelaksanaan sunrang di sini
terdapat tiga tingkatan sunrang yang dikenal oleh masyarakat, yaitu
sunrang 28 reala untuk keturunan karaeng, sunrang 26 untuk keturunan
daeng atau masyarakat biasa, dan sunrang 24 untuk suro, ata (budak dari
karaeng). Namun ini sudah lama tidak pernah dilaksanakan karena sudah
lama tidak ada budak. Tapi ada juga sunrang 20 untuk orang yang kawin
lari, atau biasa disebut sunrang kantoro."*®

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa sunrang memiliki peranan
penting dalam struktur sosial masyarakat adat. Nilai sunrang dibedakan
berdasarkan status sosial, yang mengindikasikan bahwa perkawinan tidak hanya
dipandang sebagai hubungan antar individu, tetapi juga sebagai representasi
kehormatan keluarga dan kedudukan sosial.

Stratifikasi sunrang menunjukkan adanya pengaruh sistem sosial yang
masih diwarisi dalam budaya lokal. Masyarakat masih menghargai tingkatan
tersebut sebagai bentuk penghormatan, walaupun dalam praktiknya beberapa jenis
sunrang seperti untuk golongan suro/ata (budak) sudah tidak lagi digunakan,
seiring dengan hilangnya sistem perbudakan.

Selain itu, praktik sunrang kantoro yang bernilai 20 reala diberikan kepada
pasangan yang melakukan kawin lari. Hal ini menunjukkan bahwa adat tetap
memberi ruang penyelesaian terhadap pelanggaran norma, namun dengan sanksi

sosial berupa nilai sunrang yang lebih rendah sebagai bentuk koreksi adat.

%5 Bokhari S.Ag., Dg Buang Pegawai KUA tinggimoncong, Wawancara, 26 April 2025
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Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, sunrang dapat dipahami sebagai
bentuk mahar, namun dengan penekanan pada nilai sosial budaya dan adat istiadat.
Maka sunrang adalah syarat sah nikah menurut masyrakat Desa Parigi, dalam
praktiknya ia menjadi elemen penting untuk mendapatkan pengakuan sosial di
tengah masyarakat. Dengan demikian, praktik sunrang mencerminkan adanya
integrasi antara adat dan agama dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, dalam
konteks kekinian, nilai sunrang perlu dimaknai secara fleksibel agar tidak menjadi
beban atau bentuk diskriminasi, melainkan tetap dihormati sebagai warisan budaya
yang merekatkan identitas sosial masyarakat.

Tradisi sunrang di Kampung Patuku, Desa Parigi, bukan semata-mata
dimaknai sebagal kewajiban pemberian materi calon suami kepada calon istri,
melainkan mengandung makna sosial dan kultural yang mendalam. Sunrang
mencerminkan struktur sosial masyarakat, asal-usul keturunan, dan pengaruh kuat
warisan adat Kerajaan Gowa, khususnya yang bersumber dari Adat Sampulonrua,
yaitu lembaga adat yang bertugas mengatur urusan adat istiadat.

Tingkatan sunrang yang berlaku di Desa Parigi memperlihatkan bagaimana
struktur sosial masyarakat dibangun melalui simbol nilai mahar. Terdapat tiga
tingkatan utama yang diakui secara luas oleh masyarakat:

1. Sunrang 28 reala: Untuk keturunan karaeng atau bangsawan. Mahar ini
menunjukkan garis keturunan yang tinggi dan kerap kali dibayar dalam
bentuk simbolik seperti keris, sawah, dan emas.

2. Sunrang 26 reala untuk masyarakat umum yang bukan keturunan

bangsawan dan sunrang ini yang paling banyak di gunakan.
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3. Sunrang 20 reala untuk kasus kawin lari (silariang), yang biasanya
ditentukan oleh pemerintah kampung atau imam adat. Nilai ini bersifat
kompromistis dan lebih rendah, mencerminkan bentuk sanksi sosial namun
tetap menjaga keberlangsungan pernikahan.

Dalam praktiknya, sunrang ini biasanya dibagi ke dalam empat unsur tanah,
emas, dan tanaman dan seperangkat ala sholat, hal ini menunjukkan keterikatan
masyarakat dengan nilai-nilai agraris

Pernyataan dari Bapak M. Idris Sampe juga memperjelas bahwa sunrang
bukan hanya persoalan nominal, tapi juga status asal-usul, sebagaimana beliau
mengatakan bahwa 16 reala sama dengan 28 reala pun dapat menunjukkan
identitas orang Gowa asli. Di sisi lain, sunrang 88 reala yang disebutkan untuk
keturunan karaeng yang menikah dengan orang luar seperti Bone atau Luwu
memperlihatkan bahwa nilai mahar juga menjadi simbol pengakuan dan penyatuan
lintas wilayah atau kerajaan.>®

Selain itu, beberapa masyarakat seperti Dg. Talla menegaskan bahwa
selama ini hanya tiga tingkatan sunrang yang dikenal masyarakat, yaitu 20, 26, dan
28 reala. Ini memperlihatkan proses simplifikasi sosial dan konsensus adat yang
terjadi secara organik di masyarakat. >’

Dengan demikian, tradisi sunrang di Desa Parigi bukan hanya instrumen
ekonomi dalam perkawinan, melainkan juga mekanisme simbolik yang mengatur

relasi sosial, pengakuan identitas, dan status kekerabatan. Warisan adat Kerajaan

% M Idris Sampe, “Wawancara Imam Desa Parigi,” 25 April 2025.
"Dy Talla tokoh masyara kat Patuku, Wawancara, 26 April 2025
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Gowa masih membekas kuat dalam praktik sunrang, meski masyarakat mulai
menunjukkan fleksibilitas dalam penerapannya. Pergeseran makna ini
menunjukkan dinamika antara pelestarian adat dan penyesuaian dengan realitas

sosial kontemporer.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatan Mahar di Desa
Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Mahar hukumnya wajib atas laki-laki dalam pernikahan, menurut ijmak
ulama kaum muslimin. Apa yang telah disinggung sebelumnya terkait pendapat
mazhab Hanafiyah dan Syafi‘iyah yang membolehkan menggugurkan mahar, tidak
merusak keabsahan ijmak. Sebab mereka dalam masalah ini mewajibkan mahar
mitsil atau mahar standar yang berlaku umum.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa mahar adalah salah satu syarat sah
akad pernikahan, baik disebutkan dengan jumlah tertentu maupun tidak disebutkan.
Jika tidak disebutkan, maka pihak istri berhak mendapatkan mahar mitsil, menurut
pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama.*

Pemberian Sunrang (mahar) dalam suatu perkawinan, menjadikan hal
tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang
ideal dalam suatu masyarakat adat. Sunrang memegang suatu peranan penting
didalam adat masyarakat Tinggimoncong khususnya di Desa Parigi terkait dengan
perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan Sunrang

yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki.

%8 bin As-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah jilid 3, h.220.
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Pemahaman masyarakat terhadap Sunrang pada umumnya lebih condong
kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan, jika dilihat dari besarnya harta
ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian Sunrang tersebut, serta
kewajiban pemenuhannya yaitu ketika Sunrang dikeluarkan oleh pihak calon suami
kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya
diperuntukkan kepada wanita secara pribadi atau pun keluarganya, sebagai simbol
pemberian perkawinan yang serupa dengan maskawin (mahar perkawinan) dalam
hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, mahar adalah sebagai penghormatan yang tulus
terhadap kaum wanita, mahar dalam pandangan Islam juga bertujuan untuk
memuliakan derajat kaum wanita, pada zaman Jahiliyah kedudukan mereka tidak
lebih daripada binatang yang diperjual-belikan. Maka diwajibkannya lelaki
membayar mahar kepada kaum wanita adalah sebagai tanda ketinggian kedudukan
mereka, dan sebagai uang muka dari sebuah bangunan cinta kasih. Ia diberikan oleh
pengantin lelaki kepada pengantin wanita sesuai dengan kesepakatan mereka.
Mungkin nilainya seperempat dinar sampai seribu dinar atau bahkan lebih. Dalam
Islam mahar bukanlah berarti menjual seorang anak perempuan kepada seorang
suami.*®

Mahar (sunrang) adalah merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan,
ia syarat sah tapi bukan rukun dari nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan

tanpa mahar, dapat dihukumi tidak sah. Kewajiban menyerahkan mahar dari

%9 Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph. D, Perkawinan dalam Syari’at (Cet. Il ; Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1996), h. 6
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mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam
perkawinan Islam. Rukun perkawinan Islam adalah 5 (lima) hal berikut ini:
(Pasal 14 KHI):
a. Calon suami;
b. Calon Istri;
a. Wali Nikah;
b. Dua orang saksi; dan
c. Ijab dan Kabul.®®

Menurut hukum Islam, kelima rukun tersebut di atas harus dipenuhi agar
perkawinan sah. Karena mahar bukan rukun tapi syarat sahnya perkawinan Islam.
Namun kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar
masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada prinsipnya kekurangan
mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan hal ini disebutkan dalam Pasal 34
ayat (2) KHI. Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah,
tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar
masih terhutang, tidak mengurahi sahnya perkawinan.®

Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar dalam akad nikah bukanlah
syarat mutlak sahnya perkawinan, melainkan termasuk syarat yang dapat ditetapkan
kemudian. Selama kedua belah pihak yang berakad memahami maksud dan tujuan

akad nikah tersebut, maka akad tetap sah meskipun mahar belum ditentukan secara

80 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan), h.5.

61 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan), h.10.
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rinci atau masih terhutang. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama yang
menekankan bahwa esensi akad terletak pada kesepahaman dan kerelaan kedua
belah pihak, bukan semata pada perincian teknis mahar pada saat akad berlangsung.
Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata,
l23guaio lislasll 4 30 LUV o Lol (gl cconin) sgill by () Blad) 1 sl
525 gaal| o S r\c 1oy . aaall 4 Jaal
Artinya:
“yang paling pasti bahwa apabila kedua pihak yang berakad memahami

maksud akad tersebut, maka akad itu sah; dengan lafaz apa pun yang dikenal
oleh keduanya, akadnya telah sah. Ini berlaku umum untuk semua akad”

Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar dalam akad nikah bukanlah
syarat mutlak sahnya perkawinan, melainkan termasuk syarat yang dapat ditetapkan
kemudian. Selama kedua belah pihak yang berakad memahami maksud dan tujuan
akad nikah tersebut, maka akad tetap sah meskipun mahar belum ditentukan secara
rinci atau masih terhutang. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama yang
menekankan bahwa esensi akad terletak pada kesepahaman dan kerelaan kedua
belah pihak, bukan semata pada perincian teknis mahar pada saat akad berlangsung.
Dalam konteks ini, lbnu Taimiyah menegaskan bahwa apabila dua orang yang
berakad telah memahami maksud akad, maka akad tersebut menjadi sah dengan
lafaz apa pun yang dipahami keduanya. Kaidah ini bersifat umum dan berlaku untuk
seluruh jenis akad, termasuk akad nikah, jual beli, sewa-menyewa, maupun akad

lainnya dalam muamalah.

82 1bn Taymiyyah, Majmii ‘ al-Fatawa, Jilid 20 (Madinah: Majma“ al-Malik Fahd li-Tiba‘at
al-Mushaf al-Sharif, 2004), h.533.
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Sementara mazhab mayoritas ulama bahwa akad sah dengan semua lafazh
yang menunjukkan hal itu, dan tidak hanya dikhususkan dengan lafazh an-Nikah
atau at-7azwij. Dua rukun nikah adalah ijab dan kabul (yaitu /afazh pernikahan),
sementara syaratnya ada empat. Untuk sahnya akad pernikahan disyaratkan empat
perkara yaitu:

a. Mahar
b. Pemberitahuan
c. Saksi dan
d. wali.®

Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini
seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa
suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya, dalam firman Allah swt surat

Al- Nisaa’/4:24:

@m@ﬁbu@&@@;mu{;ﬁw&uv N \uﬁgw’ 2. 2)
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Terjemahnya:

Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu
miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain
(perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri)
dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena
kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada
mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada
dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah

83 Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, Mahkota Pengantin (Pustaka at-Tazkia, 2022),
h.73.
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menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
lagi Mahabijaksana.®

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu,
maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri.
Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkanmya sebagai rukun.
Mereka sepakat menempatkannya sebgai syarat sah bagi suatu perkawinanan,
dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama
Zhahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai
mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Mahar dinilai sah dengan sega;a sesuatu yang bisa disebut harta atau sesatu
yang dapat dinilai dengan harta selama kedaunya menyetujui. Ini adalah mazhab
Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al-Auza'i, Al-Laits, Ibnu Al-Musayyab, dan
yang lainnya. Sementara Ibnu Hazm membolehkan segala sesuatu yang dapat
dibelah dua, walaupun hanya sebutir gandum.®®

Sebagian ulama di antaranya ulama Zhairiyah menyatakan tidak mestinya
mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung.
Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan. Agama
Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengika, namun
diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak calon mempelai perempuan
dengan pihak calon mempelai laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta
mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai,

juga halal menurut syari’at Islam.

64 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h 82.
8 bin As-Sayyid Salim, Shahih Figih Sunnah jilid 3, h.224.
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Berbicara tentang tingkatan mahar dalam Islam, Islam tidak menetapkan
kadar minimun dan maksimun dari maskawin hal ini di sebabkan adanya perbedaan
tingkatan kemanpuan manusia dalam memberikan mahar. Orang kaya mampu
memberikan kadar mahar yang besar dan sebaliknya oarng miskin bahkan ada yang
tidak mampu menyiapkan mahar untuk calon istrinya.

Nabi saw menjelaskan tentang minimal dan maksimal serta sahnya
pernikahan dengan mahar hafalan Al-Qur’an yang di miliki suami. Maka apabila
seorang laki-laki ingin mengawini seorang perempuan, betapapun miskinnya ia
tetap wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut, dan jika memang ia
tidak mempunyai apa-apa maka kemampuan atau jasa seorang laki-laki dapat

dijadikan mahar sebagaimana sabda Nabi saw:
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Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Nabi saw didatangi seorang wanita
seraya berkata, Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku bagi engkau.
Wanita itu berdiri hingga lama. Lalu ada seorang lelaki berkata, Wahai
Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak ada keperluan
kepadanya. Beliau bertanya, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk
maskawinnya? Orang itu menjawab, aku tidak mempunyai apa pun kecuali
sarungku ini. Nabi saw bersabda, Sekiranya engkau berikan sarungmu
kepadanya, maka engkau duduk tanpa mengenakan sarung lagi. Maka
carilah sesuatu yang lain. Orang itu berkata, aku tidak mendapatkannya.
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Beliau bersabda, carilah walau sebuah cincin dari besi. Orang itu mencari,
namun tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi saw bersabda, Apakah
engkau mempunyai hapalan sebagian dari Al-Qur'an? Orang itu menjawab,
Ya. Rasulullah saw bersabda, aku menikahkanmu dengannya, dengan
maskawin hapalanmu dari sebagian al-qur'an (HR. Ahmad, Bukhari dan
Muslim). %

Hadis ini adalah perintah Nabi saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk
mencari seuatu yang dapat dijadikan mahar walaupun hanya cincin yang terbuat
dari besi. Maskawin boleh berupa sesuatu yang sangat sederhana karena
ketidakmampuan, yang didasarkan kepada sabda beliau, Meskipun sebuah cincin
dari besi. Jika tidak memiliki walau sebuah cincin besi maka hafalan al-qur’an
boleh menjadikan mahar dalam sebuah pernikahan. Boleh juga meringankannya
bagi orang kaya maupun orang miskin, karena hal itu dapat mendatangkan
kemaslahatan yang banyak seperti yang sudah disyaratkan di atas. Yang paling baik
ialah  menyebutkan maskawin ketika di melaksanakan akad, agar tidak
menimbulkan perselisihan. Jika maskawin itu tidak disebutkan, maka akad juga
tetap sah, yang dikembalikan kepada maskawin yang semisal. Ada tradisi yang
berkembang pada zaman sekarang, bahwa seorang lelaki mengirim maskawin
kepada wanita sebelum akad, sehingga dia dan keluarganya dapat menerima
maskawin itu, kemudian akad dilaksanakan. Sehingga ketika dilaksanakan akad
tidak perlu lagi disebutkan maskawinnya.®’

Namun jika kita melihat mahar Nabi saw, sebagaiaman di terterah dalam

shahih muslim, Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau berkata:

% Drs. Sohari Sahrani Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M M.M., M.H., Fikih Munakahat:
Kajian Fikih Lengkap (PT Raja Grafindo Persada, 2022), h.83.
67 Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, h 300.
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Artinya:

“Aku pernah bertanya kepada ‘aisyah istri Nabi saw. “Berapakah mahar
Rasulullah saw?” Dia menjawab, ‘“Mahar beliau terhadap para istrinya
adalah dua belas ugiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah
satu nasy itu?” Abu Salamah berkata, “Saya menjawab, ‘Tidak.” ‘Aisyah
berkata, “Setengah ugiyah, sehingga jumlah semuanya sama dengan lima
ratus dirham. Demikianlah mahar Nabi saw untuk istri-istri beliau.”
(HR. Muslim).

Hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. berawal dari jawaban beliau
atas pertanyaan mengenai besaran mahar nabi saw. Hadis tersebut menjelaskan
bahwa mahar Nabi saw. kepada istri-istrinya adalah sejumlah tertentu, namun
belum memberikan uraian yang lengkap terkait ukuran dan nilai mahar tersebut
secara kontekstual. Selain itu, Aisyah juga meriwayatkan hadis yang menegaskan
bahwa keberkahan dalam pernikahan tidak bergantung pada besar atau kecilnya
mahar.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khathab ra. praktik di masyarakat
menunjukkan bahwa permintaan mahar menjadi sangat tinggi nilainya. Untuk
mencegah beban yang berlebihan bagi pihak laki-laki, Umar berinisiatif
mengimbau agar besaran mahar disederhanakan. Namun, ketika menyampaikan
imbauan tersebut dalam sebuah khutbah, Umar diingatkan oleh seorang perempuan

dengan merujuk kepada firman Allah swt dalam surat Al- Nisa’/4:20:

®
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Terjemahnya:
Sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka
harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali
sedikit pun.® (Q.S Al-Nisa/4:20)

Ayat ini dipahami sebagai dalil bahwa syariat tidak membatasi besaran
mahar selama diberikan dengan kerelaan. Menyadari hal tersebut, Umar pun
kembali naik ke mimbar untuk mengakui kekeliruannya dan berkata bahwa
masyarakat kini lebih mengetahui daripada dirinya. Selanjutnya, Umar
menyerahkan sepenuhnya urusan besaran mahar kepada masyarakat, selama sesuai
dengan prinsip kerelaan dan kemampuan®

Dalam firman Allah swt menjelaskan tentang hak kepemilikan mahar yang
terlah di beri oleh suami kepada istrinya

Ibnu Hazm dalam al-Muhalla berkata: “Tidak halal bagi ayah gadis, baik
masih kecil maupun sudah dewasa, atau janda, dan tidak ha-lal pula bagi selainnya,
yaitu semua kerabat atau orang lain, memutuskan sedikit pun mengenai mahar
anaknya atau kerabatnya. Tidak halal seorang pun dari orang-orang yang telah kami
sebutkan menghibahkannya, walau sedikit darinya, demikian pula suami, baik ia
telah menceraikan atau masih mempertahankannya. Jika mereka melakukan sedikit
pun dari hal itu, maka ini tidak sah, batil, tertolak selama-lamanya. Tapi, si wanita
berhak menghibahkan mahar atau sebagiannya kepada siapa yang dikehendakinya.

Ayah atau suami tidak berhak menghalanginya.”

68 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h.81.

69 Mahdalena Nasrun, Penentuan Nilai Mahar Rasulullah saw Terhadap Istri-Istrinya,
Tela’ah Hadis Mahar dalam Sunan Abu Dawud No Indeks 2105, 2106, 4 (2022).

0 Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, Mahkota Pengantin, h.58.
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Adapun bentuk mahar atau maskawin pada prinsipnya harus bermanfaat dan
bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd
mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan
harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya
tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak
dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu
dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai
dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan
siapa calon suami.’®

Dari penjelasan di atas penulis dapat memberikan analisis bahwa mahar
ialah pemberian wajib kepada seorang istri sesuai dengan kesepakatan yang telah
di tentukan sebelum akad. Di masyarakat Desa Parigi juga demikian pelaksaan
sunrang (mahar) ditentukan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Adapun
penentuan tingkatan mahar tidak menjadi penghambat seseorang yang akan
menikah karna tingkatan ini hanya sebagai simbol keturunan. Hanya saja uang
panai yang biasa menjadi penghambat pernikahan karna ini di tentukan oleh
keluarga dan uang panai ini adalah uang yang di belanja untuk pesta pernikahan.
Sedangkan mahar adalah untuk istri dan memiliki hak penuh terhadap kepemilikan
istri. Hal ini sepadang dengan peneliti pemukan di lapangan bahwa sunrang adalah

harta yang menjadi harta warisan bagi istri.

"L Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, h.48.
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Maka sebagai kesimpulan bahwa penentuan tingkatan sunrang di Desa
Parigi adalah budaya lokal yang menjadi ciri khas perkawinan masyarakat Gowa

secara umum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang sudah diuraikan yang berkaitan dengan penetapan
tingkatan mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa
dalam pandangan hukum Islam yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa,
mahar telah di tentukan tingkatannya. Alasannya antara lain untuk mengetahui
garis keturunannya. Sehingga dengan adanya penetapan ini dapat diketahui
garis keturunan seseorang dengan melihat tingkatan mahar pada buku
nikahnya.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tingkatan mahar ini sebagai
langkah untuk menjaga garis keturunan raja Gowa yang dapat diterapkan
secara sah dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan hukum Islam
yang mengatur masalah mahar. Dalam figih Islam mahar adalah pemberian
wajib dari laki-laki kepada perempuan, begitupun dengan pemahaman
masyrakat Desa Parigi.

B.Saran

Penetapan tingkatan mahar ini pelaksaannya sah-sah saja namun perlu di
perbanyak ruang diskusi untuk membahas ini karna masih banyak di kalangan anak
mudah yang tidak paham tentang masalah sunrang ini. Makanya generasi Islam
perlu memahami bagaimna konsep penentuan kadar mahar adalah budaya dalam
Bugis Makassar serta penting juga ada pertemuan adat yang menyampaikan kepada

masyarakat bagaimana cara penetapan tingkatan mahar ini.
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Dalam hal penentuan kadar mahar biasanya di bicarakan ketika sesoerang
akan melangsungkan pernikahan. Sehinggah calon mempelai ini tidak paham
tentang mahar yang ia akan berikan pada hari sebelum pernikahannya. Maka sangat
penting diadakannya pengajian dalam konteks mahar ini agar masyarakat paham

bagaiamana mahar dalam adat dan mahar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
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